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Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang serius dan berdampak 
besar terhadap kehidupan perempuan di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan korban 
KDRT di NTB, dengan menyoroti bagaimana sistem hukum, lembaga sosial, dan masyarakat 
memberikan perlindungan serta akses terhadap pemulihan bagi korban. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok 
terarah (FGD), serta studi kasus terhadap perempuan korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa meskipun telah ada peraturan dan kebijakan untuk melindungi perempuan korban KDRT, 
implementasi di lapangan masih terbatas. Banyak perempuan korban KDRT yang mengalami 
hambatan dalam mengakses keadilan, baik karena faktor ketidakpahaman hukum, ketergantungan 
ekonomi, maupun stigma sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesetaraan gender di NTB 
masih menjadi tantangan besar, karena adanya nilai-nilai budaya yang menganggap perempuan 
sebagai pihak yang lebih lemah dan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, untuk 
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, diperlukan penguatan peran lembaga hukum, 
penyuluhan hukum yang lebih intensif, serta perubahan paradigma sosial yang lebih mendukung 
pemberdayaan perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang 
lebih efektif untuk melindungi perempuan korban KDRT dan mendorong kesetaraan gender di NTB. 
 

Kata Kunci: Keadilan, Kesetaraan Gender, Perempuan, KDRT, NTB. 

 
Abstract: Domestic violence (KDRT) is a serious social issue and has a major impact on the lives of 
women in Indonesia, including in West Nusa Tenggara (NTB). This research aims to examine justice 
and gender equality for women victims of domestic violence in NTB by highlighting how the legal 
system, social institutions, and society provide protection and access to recovery for victims. The 
method used in this research is a qualitative approach with in-depth interviews, focus group 
discussions (FGD), and case studies of women victims of domestic violence. The research results 
show that although there are regulations and policies to protect women victims of domestic violence, 
implementation in the field is still limited. Many women who are victims of domestic violence 
experience obstacles in accessing justice, either due to a lack of understanding of the law, economic 
dependence, or social stigma. This research also found that gender equality in NTB is still a big 
challenge because of cultural values that view women as weaker and must submit to men's power. 
Therefore, to realize justice and gender equality, it is necessary to strengthen the role of legal 
institutions, more intensive legal education, and change the social paradigm to support women's 
empowerment better. It is hoped that this research can provide more effective policy 
recommendations to protect women victims of domestic violence and promote gender equality in 
NTB. 
Keywords: Justice, Gender Equality, Women, Domestic Violence, NTB. 

 

Pendahuluan  
Kesadaran tentang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat PKBI 

sebagai organisasi yang fokus pada program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 
memahami bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas hidup keluarga 
adalah kesejahteraan ekonomi. Bagi banyak keluarga, terutama di kalangan masyarakat 
berpendapatan rendah, PKL merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang memberikan 
penghidupan. Pedagang kaki lima sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga 
mereka, dan penghasilan dari usaha tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar rumah tangga, termasuk pendidikan anak, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan 
pangan. 
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Namun, keberhasilan ekonomi dalam konteks keluarga berencana tidak hanya 
bergantung pada pendapatan, tetapi juga pada bagaimana keluarga tersebut mampu 
mengelola jumlah anggota keluarga yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan 
kebutuhan hidup. Oleh karena itu, PKBI menyadari pentingnya memberikan edukasi dan 
penyuluhan terkait dengan keluarga berencana bagi para pedagang kaki lima dan 
masyarakat sekitar agar mereka dapat merencanakan keluarga secara bijak dan memiliki 
masa depan yang lebih baik. 

Kesehatan Reproduksi dan Akses terhadap Layanan Kesehatan. Banyak pedagang 
kaki lima (PKL) dan pekerja informal lainnya yang seringkali terpinggirkan dalam hal akses 
terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Dalam banyak kasus, 
mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, baik 
karena biaya yang mahal, lokasi yang jauh, atau minimnya pengetahuan tentang hak-hak 
kesehatan reproduksi. PKBI sebagai organisasi yang fokus pada kesehatan reproduksi dan 
hak-hak seksual perempuan melihat bahwa akses terhadap layanan kesehatan adalah hak 
dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk para pedagang kaki lima dan 
keluarga mereka. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi yang 
tepat, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat dibutuhkan oleh 
kelompok-kelompok yang rentan ini. PKBI dalam hal ini dapat memberikan penyuluhan 
kepada para PKL untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai kesehatan seksual 
dan reproduksi, mendorong mereka untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, 
serta mengedukasi mereka tentang hak mereka dalam memperoleh layanan kesehatan 
yang berkualitas. 

 

Metode 
Dalam pengabdian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam metode 
pelaksanaanya 

a. Perencanaan yang berbasis data: Sebelum melaksanakan program, perlu dilakukan 
analisis kebutuhan masyarakat berbasis data yang valid dan up-to-date. Hal ini bisa 
dilakukan melalui survei masyarakat, focus group discussions (FGD), dan riset. 

b. Pengelolaan anggaran yang transparan: Mengelola anggaran dengan efisien dan 
efektif agar dana yang ada dapat digunakan untuk kegiatan yang benar-benar 
berdampak. Pengelolaan anggaran ini harus mencakup transparansi dalam 
penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang jelas. 

c. Monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan: Melakukan evaluasi terhadap 
setiap program yang dijalankan untuk mengukur dampak, efektivitas, dan efisiensi 
program. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki program di masa 
depan. 

 

Hasil dan Pembahasan 
1. Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB 
Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan 

dan kebahagiaan. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak 
bisa tidak, ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat 
melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis Lingkungan rumah / keluarga merupakan 
tempat efektif dan efesien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, 
menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai 
upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi. Rumah tangga yang semula 
diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika 
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karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan 
berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik 
dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan. (Aisyah, S., & Fitrani, E. : 
2020). 
2. Faktor-Faktor dalam Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Perempuan Korban KDRT 

di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB  

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu serius yang menimbulkan 
tantangan besar dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi kondisi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:  
1. Faktor Budaya dan Sosial 

Norma Patriarkal: Banyak masyarakat masih mengedepankan norma yang 
menempatkan laki-laki sebagai penguasa dalam rumah tangga, yang sering kali mengarah 
pada kekerasan sebagai alat kontrol. Stigma dan Stereotip Gender: Perempuan sering kali 
dipandang sebagai pihak yang harus bersabar dalam menghadapi kekerasan, membuat 
mereka ragu untuk melapor atau mencari bantuan. 

 
2. Faktor Ekonomi 

Ketergantungan Ekonomi: Banyak perempuan yang tidak memiliki sumber pendapatan 
sendiri, sehingga terpaksa tetap tinggal dalam situasi kekerasan demi bertahan hidup. 
Ketidakmandirian finansial ini menghambat mereka untuk mencari keadilan. Akses terhadap 
Layanan Ekonomi: Kurangnya akses kepada pendidikan dan pelatihan keterampilan 
membatasi peluang perempuan untuk mandiri secara ekonomi.  
3. Faktor Hukum dan Kebijakan  

Kelemahan dalam Penegakan Hukum: Meskipun ada undang-undang yang melindungi 
perempuan, penegakan hukum sering kali lemah. Banyak korban tidak mendapatkan 
perlindungan yang memadai ketika mereka melapor. Kurangnya Dukungan Lembaga: 
Banyak lembaga penegak hukum dan sosial yang kurang sensitif terhadap isu gender, 
sehingga korban merasa tidak didukung atau bahkan terpinggirkan. 
4. Faktor Pendidikan  

Kesadaran Hukum yang Rendah: Banyak perempuan tidak memahami hak-hak mereka 
dan proses hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan perlindungan. Pendidikan tentang 
Kesehatan Mental: Kurangnya pendidikan tentang kesehatan mental dan dampak KDRT 
membuat perempuan tidak menyadari pentingnya dukungan psikologis setelah mengalami 
kekerasan. (Aisyah, S., & Fitrani, E. : 2020).  

5. Faktor Lingkungan dan Komunitas 
6. Dukungan Sosial: Lingkungan sosial yang suportif dapat membantu korban merasa lebih 

aman untuk melapor. Sebaliknya, lingkungan yang menstigma perempuan korban 
justru memperparah kondisi.  
Partisipasi Laki-laki: Melibatkan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender dapat 

membantu mengubah pandangan dan perilaku yang mendukung KDRT. Faktor-faktor 
tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keadilan serta kesetaraan gender bagi 
perempuan korban KDRT. Untuk menciptakan perubahan yang berarti, pendekatan 
multidimensional diperlukan, meliputi perubahan budaya, peningkatan akses ekonomi, 
penegakan hukum yang tegas, edukasi yang tepat, dan dukungan komunitas. Hanya 
dengan memahami dan menangani faktor-faktor ini, kita dapat memberikan perlindungan 
yang efektif dan mendorong kesetaraan gender yang sejati (Aisyah, S., & Fitrani, E. : 2020). 
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3. Upaya Hukum dalam Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Perempuan Korban KDRT 

di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB 

Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak: Banyak negara telah mengadopsi 
undang-undang yang secara khusus melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, 
termasuk KDRT. Ini mencakup pengaturan tentang perlindungan hukum, sanksi bagi 
pelaku, dan mekanisme pelaporan. Pusat Krisis dan Layanan Konseling: Pembentukan pusat 
krisis yang memberikan layanan darurat, konseling, dan dukungan bagi perempuan korban 
KDRT sangat penting. Ini juga termasuk layanan kesehatan mental dan fisik. Program 
Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan 
dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan di masyarakat dapat membantu mengubah 
norma sosial yang mendukung kekerasan. Pelatihan untuk Penegak Hukum: Pelatihan bagi 
polisi, pengacara, dan hakim mengenai penanganan kasus KDRT dengan sensitif gender 
dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban. Mekanisme 
Pengaduan yang Aman: Penyediaan saluran pengaduan yang aman dan rahasia bagi korban 
KDRT untuk melapor tanpa takut akan stigma atau pembalasan. Dukungan Komunitas: 
Membangun jaringan dukungan di tingkat komunitas untuk membantu korban KDRT dalam 
proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. (Arifin, Z :2019). 

Melalui kombinasi faktor-faktor ini dan upaya hukum, diharapkan keadilan dan 
kesetaraan gender bagi perempuan korban KDRT dapat tercapai dengan lebih efektif. 
Dengan demikian seharusnya pemerintah memperhatikan juga agar KDRT di dalam rumah 
tangga tersebut tidak terjadi bahkan sampai membuat para perempuan trauma dengan 
kasus kekerasan KDRT tersebut. Keadilan dan kesetaraan gender untuk perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang mendesak dan kompleks. 
KDRT sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang mendiskreditkan posisi 
perempuan, sehingga banyak korban merasa terjebak dalam hubungan yang berbahaya. 
Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan ekonomi, yang dapat 
mengakibatkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik perempuan 
(Arifin, Z :2019). 

Keadilan gender dalam konteks ini berarti memberikan perlindungan hukum yang adil, 
akses terhadap layanan kesehatan, dan dukungan psikologis yang memadai. Penting untuk 
memastikan bahwa undang-undang perlindungan perempuan dan anak diimplementasikan 
secara efektif, dengan penegakan hukum yang sensitif terhadap gender. Selain itu, 
pendidikan dan kampanye kesadaran tentang hak-hak perempuan harus ditingkatkan untuk 
mengubah stigma dan norma yang mendukung kekerasan. Di sisi lain, kesetaraan gender 
berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan untuk memiliki kekuatan 
dan suara dalam hubungan mereka. Ini termasuk memperkuat posisi ekonomi perempuan 
agar tidak tergantung pada pasangan, sehingga mereka lebih mampu mengambil 
keputusan yang aman. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan 
organisasi non-pemerintah juga tak dapat diabaikan dalam upaya mengatasi KDRT. Melalui 
upaya bersama, diharapkan keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan korban KDRT 
dapat terwujud, menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. 
4. Stigma Keadilan dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) 
NTB. 

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk 
menampung, melayani, dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Dengan itu juga 
masyarakat menjaga keamanan atau melakukan tindakan keras dalam KDRT terhadap 
perempuan. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat 
melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang 
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cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT(andayani, D., & 
Sulaiman, R. :2021). Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan 
tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat 
penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1x24 jam. Perlindungan dengan 
penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan 
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan 
dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari 
apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yangditandatanganinya 
mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan Pengadilan 
jugadapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin 
timbul terhadap korban4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama 
dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT (Adams, B.:2020). 

Perempuan menjadi kehilangan hak sipil dan hak pribadi untuk memiliki properti, alhasil 
terjadi subordinasi legal suami terhadap istri yang kemudian diperkuat dengan pernyataan 
John Stuart Mill yang menyatakan bahwa “tidak ada yang lebih budak daripada seorang 
istri dalam artian yang sesungguhnya” dan beberapa kelompok feminis bahkan menyatakan 
pernikahan sebagai white slave code karena kedudukan perempuan yang tetap 
tersubordinasi meski telah memasuki sebuah kontrak legal bernama pernikahan.5 Upaya 
perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara, diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan Terjadinya 
KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai 
upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan 
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan 
pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban 
semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar(Cahyani, 
E.:2018). 

Meski kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, namun faktanya perempuan lebih 
rentan menjadi korban karena posisinya yang sering dianggap lebih lemah dan tidak 
berdaya. Stereotip gender juga kerap menjadi justifikasi bagi tindakan diskriminatif dan 
abusif terhadap perempuan. Misalnya pandangan yang menganggap istri harus patuh pada 
suami sehingga kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah dalam rumah tangga. Atau 
stigma yang cenderung menyalahkan korban pemerkosaan karena cara berpakaiannya 
yang dianggap "mengundang" tindakan pelaku. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan 
terhadap perempuan seringkali sulit diungkap karena dianggap sebagai persoalan privat. 
Banyak korban yang memilih bungkam karena malu, takut pada ancaman pelaku, atau 
khawatir pada dampak sosial dan ekonomi jika masalah ini dibawa ke ranah hukum 
(Cahyani, E.:2018). Ketergantungan finansial pada suami sebagai pencari nafkah utama 
juga membuat banyak istri yang mengalami KDRT merasa tidak punya pilihan selain 
bertahan dalam hubungan yang abusif. Belum lagi jika sudah punya anak, kekhawatiran 
akan masa depan anak sering menjadi dilema yang membelenggu korban. Selanjutnya 
Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi kPrban Kekerasan fisik yang terjadi dalam 
tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 
352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, 
Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan 
berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan. 
(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA):2023). 

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa stigma keadilan dan 
kesetaraan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan 
bahwa stigma sosial sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengakses 
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keadilan. Banyak perempuan menghadapi diskriminasi, stereotip, dan tekanan budaya yang 
menyulitkan mereka untuk berbicara dan melapor tentang kekerasan yang dialami. Keadilan 
tidak hanya berarti penegakan hukum, tetapi juga pemahaman dan penerimaan 
masyarakat terhadap isu gender(Cahyani, E.:2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya 
bersama untuk mengedukasi masyarakat, mengubah persepsi yang keliru, dan 
menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan. Hanya dengan 
mengatasi stigma ini, kita dapat mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya dan 
memastikan hak-hak perempuan dihormati serta dilindungi. Keadilan dan kesetaraan 
gender untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu 
keharusan dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Penegakan hukum 
yang tegas dan sensitif gender, disertai dengan dukungan dari lembaga sosial, juga sangat 
penting dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan. Keadilan dan kesetaraan 
gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek 
penting dalam mencapai masyarakat yang adil dan berkeadilan(Adams, B.:2020). 

Dalam konteks ini, berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi perempuan, seperti 
norma sosial budaya yang sering menormalisasi kekerasan, ketergantungan ekonomi, serta 
rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat kesadaran akan hakhak mereka. 
Perempuan sering kali merasa terjebak dalam siklus kekerasan, dengan akses terbatas 
terhadap layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum yang memadai 
( andayani, D., & Sulaiman, R. :2021). Upaya hukum yang ada, seperti undang-undang 
perlindungan perempuan dan anak, merupakan langkah penting dalam memberikan 
landasan hukum bagi perlindungan korban. Namun implementasi yang efektif masih 
diperlukan agar undang-undang ini benar-benar memberikan keadilan. Pembentukan pusat 
krisis dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak 
perempuan juga sangat diperlukan. Selanjutnya, pelatihan bagi aparat penegak hukum 
tentang penanganan kasus KDRT dengan sensitif gender dan penyediaan saluran 
pengaduan yang aman dapat meningkatkan kepercayaan korban untuk melapor. Dengan 
mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan keadilan dan kesetaraan gender bagi 
perempuan korban KDRT dapat terwujud. Hal ini tidak hanya akan memberikan 
perlindungan bagi korban, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas menuju 
masyarakat yang bebas. 

 

Kesimpulan 
Penelitian mengenai keadilan dan kesetaraan gender untuk perempuan korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 
(PKBI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan 
dan regulasi yang mendukung perlindungan terhadap korban KDRT, implementasinya di 
lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya yang menganggap 
perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dan subordinat dalam struktur keluarga menjadi 
salah satu penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan gender di NTB. Stigma sosial 
terhadap korban KDRT, ketergantungan ekonomi, dan ketidaktahuan hukum juga 
memperburuk kondisi mereka, sehingga menghambat akses terhadap keadilan dan 
pemulihan. 

Selain itu, meskipun terdapat beberapa lembaga yang memberikan dukungan, banyak 
perempuan korban KDRT yang masih kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan 
perlindungan yang mereka butuhkan. Perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya 
efektif dalam memberikan rasa aman dan mendorong keberanian korban untuk melaporkan 
kekerasan yang mereka alami. 
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Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk mencapai keadilan dan kesetaraan 
gender, diperlukan perubahan paradigma sosial yang mendalam, di mana masyarakat perlu 
diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak perempuan serta pentingnya 
menghormati dan melindungi perempuan dalam rumah tangga. Peran pemerintah, lembaga 
hukum, dan organisasi masyarakat sangat penting dalam memperkuat kesadaran, serta 
memastikan bahwa perempuan korban KDRT mendapatkan akses yang adil terhadap 
layanan hukum dan sosial. 

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah di NTB perlu meningkatkan pendidikan 
hukum kepada masyarakat, memperkuat sistem dukungan untuk korban KDRT, serta 
menanggulangi stigma yang masih melekat pada perempuan yang menjadi korban. 
Diperlukan pula kebijakan yang lebih tegas dan implementasi yang lebih baik terkait 
perlindungan perempuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi 
perempuan di NTB. 
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